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ABSTRAK 
Nama :  St. Sukriah 
Nim  : 10300106052 
Fakultas/jurusan : Syari’ah Dan Hukum/HPK  
Judul skripsi :  Studi Tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia 
Menurut KUHP, Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 
dan Hukum Islam. 
 
 Skripsi ini berkenaan dengan tindak pidana perdagangan manusia menurut 
KUHP, Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam dengan pokok 
permasalahan sejauhmana antisipasi hukum  terhadap pemberantasan tindak pidana 
perdagangan manusia ditinjau dari KUHP, Undang-undang RI No.21 Tahun 2007 dan 
Hukum  Islam. 
 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode 
penulisan baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahannya. Dalam 
penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 
bahan pustaka tentang tindak pidana perdagangan manusia melalui studi peraturan 
perundang-undangan, dari buku-buku dan literature lain yang berkenaan dengan 
masalah yang diteliti. Adapun metode pengolahan dan analisis data penulis 
menggunakan metode induktif , yaitu suatu metode yang dipergunakan untuk 
menganalisa data yang bersifat khusus kemudian menarik suatu kesimpulan yang 
bersifat umum. 
 Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya ketentuan-ketentuan 
hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia , memberikan keadilan 
dan perlindungan  khususnya harkat dan martabat dan terutama hak perempuan dan 
anak yang dijadikan obyek dari tindak piodana perdagangan manusia. 
 Dari hasil pembahasan maka diperoleh hasil bahwa untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana perdagangan manusia khususnya di Indonesia dengan 
pendekatan hukum  dilakukan dengan dua hal yakni kepastian hukum harus berjalan 






A. Latar Belakang  
Perbudakan dan perdagangan manusia adalah salah satu bentuk 
pelanggaran hak asasi manusia yang diakui merupakan kejahatan internasional. 
Fakta sejarah menunjukkan bahwa di indonesia juga terdapat perbudakan dan 
perdagangan budak atau Human trafficking manusia,walaupan kejahatan itu baru 
merupakan subyek hukum dan perjanjian internasional ketika konvensi 
perbudakan tahun 1926 diadopsi
1
. 
Human Trafficking atau perdagangan manusia terutama terhadap 
perempuan dan anak-anak telah menjadi masalah nasional dan internasional bagi 
bangsa di dunia. Pemahaman di dalam masyarakat terhadap Human trafficking 
masih sangat terbatas, hal ini dikarenakan informasi yang diperoleh didalam 
masyarakat mengenai Human trafficking masih rendah. Perdagangan manusia 
merupakan kejahatan yang keji terhadap HAM (Hak asasi manusia), yang 
mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas,tidak disiksa, kebesbasan pribadi, 
pikiran dan hati nurani karena mereka diperdagangakan tidak diperlakukan 
sebagai sumber daya manusia yang mempunyai potensi melainkan sebagai barang 
dagangan yang dapat diperjualbelikan,mereka dirampas hak asasinya dikurung, 
dipukul, diperkosa sehingga berakibat mereka mengalami trauma yang 
berkepanjangan.   
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Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia Yang Berat Dan Pertanggungjawaban komando, 2006.  
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Sebelum turunnya agama islam, ketika zaman jahiliyah ditanah arab sudah 
terjadi kesemena-menaan, ini khususnya terjadi pada kaum perempuan yang 
mempunyai posisi yang lemah. Hal ini dimulai dengan pembunuhan anak dengan 
menguburkan bayi itu hidup-hidup bila yang lahir itu perempuan. Hal ini 
disebabkan karena anak perempuan dikelompok mereka akan mengurangi debit 
air yang sangat terbatas, tidak  produktif, takut miskin dan malu bila kelak kawin 
bukan dengan laki-laki yang setara dalam kesukuan kelompok (kabilah). 
Dalam budaya arab, mereka juga melakukan perdagangan anak perempuan 
dalam arti budak-budak perempuan dengan harga tertentu serta menguasai harta 
anak yatim perempuan sampai dengan kebiasaan menguasai budak-budak 
perempuan untuk dilacurkan. Ini semua merupakan kebiasaan bangsa arab. Islam 
justru turun menghapus kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Upaya yang dilakukan 
islam untuk mencegah kesemena-menaan terutama terhadap kaum perempuan 
adalah dengan cara memperkuat posisi perempuan terutama terhadap budak 
perempuan yang mempunyai posisi yang lemah dan hendak dijual 
(diperdagangkan) oleh majikannya. Kemudian mereka dimerdekakan dengan 
membuat perjanjian untuk kebebasannya dan tidak melacurkan mereka, Allah 
berfirman dalam Q.S. An Nur/24: 33. 
                             





“Dan janganlah kalian paksa budak-budak perempuan kalian untuk  
melakukan pelacuran, padahal mereka itu sesungguhnya menginginkan 
kesucian, sementara tujuan kalian untuk mencari keuntungan duniawi. Dan 
barang siapa memaksa mereka, maka sesudah paksan itu Allah adalah 
maha pengampun lagi maha penyayang.” 
 
Islam menghapuskan dan membebaskan perbudakan perempuan sebagai 
warisan budaya lama bangsa arab. Islam menentang berbagai bentuk kedzoliman 
yang menyangkut harta benda, jiwa maupun harga diri seseorang termasuk 
perlakuan buruk seperti kekerasan, penistaan, atau penelantaran. Nabi Muhammad 
SAW sangat membenci tindak kejahatan semacam trafficking, bagaimanapun juga 
trafficking anti kemanusiaan. 
Perdagangan perempuan dan anak dapat terjadi didalam atau diluar negara. 
Seorang perempuan dan anak dapat dibawah dari desa ke kota, atau dari kota ke 
kota lain dengan janji diberi pekerjaan, diculik dari desa atau kota dipindahkan 
dari lingkungan lain yang asing, dipisahkan dari keluarga, masyarakat dan teman, 
dan dipisahkan dari jaringan pendukung fisik, emosional, bahasa dan budaya yang 
dikenalnya. Tindak kejahatan perdagangan manusia terutama terhadap perempuan 
dan anak mengalami peningkatan baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya. 
Jumlah korban dari kejahatan ini terus menerus mengalami peningkatan, 
disamping itu akibat dari kejahatan tersebut korban mengalami penderitaan lahir 
bathin, kehancuran masa depan, kecacatan seumur hidup bahkan berakibat pada 
kematian. 
Di dalam islam hak asasi manusia mempunyai nilai pokok yang dihormati, 
berusaha dengan kesungguhan untuk menjaganya,dan meninggalkan dari semua 
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bentuk usaha yang dapat mengabaikan kebebasan, hak-hak tersebut menyangkut 
hak pokok, seperti hak hidup, kesejajaran tanpa adanya diskriminasi. 
Banyak modus dan cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan 
perdagangan manusia,antara lain dengan cara penipuan atau janji palsu sehingga 
korban tidak menyadari bahwa diri nya adalah obyek dari kejahatan perdagangan 
yang dilakukan oleh pelaku perorangan maupun kelompok atau suatu jaringan 
yang terorganisasi baik didalam maupun diluar wilayah indonesia. Faktor 
kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab masih maraknya Human 
trafficking di indonesia, karena sulitnya lapangan pekerjaan akibat krisis ekonomi 
yang berkepanjangan dan keiginan secara cepat untuk mendapatkan uang telah 
menimbulkan banyak orang mengambil jalan pintas. Menurut GAPRI (Gerakan 
Anti Pemiskinan Indonesia), di indonesia kemiskinan struktural dapat diartikan 




Human Trafficking merupakan wujud dari gejala  kemorosotan moral 
dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di negeri ini dilihat dari masih 
ditemukannya kasus-kasus yang masih terjadi. Secara rinci perdagangan manusia 
khususnya pada perempuan dan anak untuk tujuan seks komersial di indonesia 
menurut data polri mencapai 173 kasus yang dilaporkan dan 134 kasus pada tahun 
1999, pada tahun 2000 sebanyak 24 kasus dan yang selesai 16 kasus dan pada 
tahun 2001 sebanyak 178 kausus dilaporkan dan 128 kasus bisa terselesaikan. 
3
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GAPRI (Gerakan Anti Pemiskinan Indonesia), Empat Pilar Demokratisasi Untuk 
Melawan Kemiskinan Dan Pemiskinan. (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 102. 
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 Tammaka, zaelani. Menuju jurnalisme berperikemanusiaan kasus trafficking dalam 
liputan media di jawa tengah dan DIY. (Surakarta: Aji Sukarta),  h. 3. 
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Para pelaku menjadikan Human trafficking sebagai lahan bisnis yang 
mengutungkan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi, jaringan pelaku 
kejahatan Human trafficking ini mulai dari perekrutan, pengangkutan antar daerah 
dan antar negara, pemindahtaganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan 
dan penampungan ini amat luas,terorganisasi secara rahasia, ketat dan rapi serta 
amat sulit ditembus, bahkan tidak terjangkau oleh sistem hukum khususnya 
komponen struktur hukum atau aparat apalagi jika dilindungi oleh berbagai 
kekuasaan 
Ketentuan mengenai larangan perdagangan manusia terutama terhadap 
perempuan dan anak-anak telah diatur pada pasal 297 KUHP yang berbunyi: 
“Perdagangan wanita dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum 
cukup umur,  diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”4 
Ketentuan pasal 297 KUHP tersebut tidak merumuskan pengertian 
perdagangan manusia secara tegas dan memberikan sanksi yang terlalu ringan dan 
tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan 
manusia tersebut. Selanjutnya pada tanggal 17 april 2007 pemerintah indonesia 
akhirnya mengesahkan dan mengudangkan Undang-Undang RI No.21 Tahun 
2007 tentang perdagangan manusia yang mengatur secara khusus tentang tindak 
pidana perdagangan manusia. Undang-undang ini diharapkan mampu mem-
nyediakan landasan hukum formil dan materiil sekaligus untuk mengantisipasi 
dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk 
eksploitasi yang mungkin terjadi dalam prekter perdagangan manusia,baik yang 
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dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara, baik oleh pelaku 
perorangan maupaun  korporasi. 
Mengenai subyek tindak pidana, hal mendasar yang membedakan antara 
KUHP dan Undang-Undang RI No.21 tahun 2007, yaitu dalam KUHP subyek 
tindak pidana adalah manusia, subyek tindak pidana perdagangan manusia dalam 
KUHP yang hanya terdiri dari manusia, maka sifat sanksinya juga hanya dapat 
dikenakan kepada manusia saja, sedangkan dalam Undang-Undang RI No.21 
tahun 2007 subyek tindak pidana perdagangan manusia tidak hanya berupa 
manusia tetapi juga korporasi. 
Ancaman pidana hal mendasar yang membedakan antara KUHP dan 
Undang-Undang RI No.21 tahun 2007, yaitu ancaman hukuman atau sanksi 
pidananya dimana dalam Undang-Undang RI No.21 tahun 2007  yang diancam 
kepada pelaku lebih berat dibandingkan dengan KUHP. Dalam Undang-Undang 
RI No.21 Tahun 2007 dicantumkan pidana penjara minimal dan maksimal serta 
denda maksimal dan minimal terhadap pelakunya sesuai dengan penggolongan 
pelaku, sedangkan dalam KUHP hanya dicantumkan pidana penjara maksimalnya 
yaitu 6 tahun penjara dan tidak dicantumkan pidana penjara minimalnya ataupun 
dendan terhadap pelaku, seperti yang disebutkan pada pasal 297 KUHP. 
Undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar tehadap 
penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan manusia dalam  hak 
restitusi yang harus diberikan oleh pelaku sebagai ganti kerugian bagi korban. 
Undang-undang ini juga mengatur hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, 
pemulangan yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang 
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mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan 
manusia.  
Dalam hukum Islam Human trafficking jelas-jelas dilarang, diharamkan 
dan pelakunya menjadi musuh Allah SWT. Karena yang dilakukan dalam Human 
trafficking ini seperti tipu muslihat, penculikan, kekerasan fisik dan ancaman 
maupun tujuan yang menjadi sasaran tindak Human trafficking seperti 
kepentingan untuk pelacuran, industri pornografi, penjualan organ tubuh 
semuanya jelas  bertentangan dengan islam. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, penulis 
merumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk-bentuk  tindak pidana perdagangan manusia dalam KUHP, 
Undang-undang RI  No.21 Tahun 2007 dan Hukum Islam ? 
2. Bagaimana ancaman sanksi pidana bagi pelaku perdagangan manusia dalam 
KUHP,  Undang-undang RI No.21  Tahun 2007 dan Hukum Islam? 
 
C. Pengertian Judul 
Skripsi yang disusun berjudul “ Studi Tentang pemberantasan tindak 
Pidana Perdagangan Manusia menurut KUHP,Undang-Undang Ri No.21 Tahun 
2007 dan hukum islam”. Olehnya itu,untuk mendapatkan gambaran yang lebih 




“tindak pidana memiliki pengertian perbuatan setiap orang/subyek hukum yang 




“perdagangan yang berasal dari kata dagang yang memiliki arti berniaga atau 
suatu kegiatan jual beli untuk mempoeroleh keuntungan”.6 
“manusia memiliki pengertian makhluk ciptaan tuhan yang mempunyai akal”.7 
Berdasarkan pengertian judul yang telah dikemuukakan diatas, maka 
defenisi operasional studi tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan 
manusia menurut KUHP, Undang-Undang RI N0.21 tahun 2007 dan hukum islam 
adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengaan cara melakukan 
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,pemindahaan serta 
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasaan, penculikaan, penyekapan, 
serta penipuan dengan tujuan eksploitasi untuk memperoleh kenutungan 
 
D. Tinjauan Pustaka 
Pembahasan skripsi ini mengemukakan tentang Studi Tentang Tindak 
Pidana Perdagangan Manusia Dalam KUHP dan Undang-Undang Ri No.21 Tahun 
2007, banyak referensi yang berkaitan dengan penelitian tersebut tetapi penulis 
mengemukakan beberapa referensi sebagai berikut: 
1. Politik perdagangan perempuan yang ditulis oleh Andy Yentriyani dalam 
buku  ini dibahas tentang perdagangan perempuan yang pada dasarnya 
melibatkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau posisi dominan 
                                                          
5
 http:/www.pidana.com. (22 mei 2010). 
6
 Novia, Windi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya:Kashiko Press), h.89. 
7
 Ibid, h. 404. 
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dengan tujuan eksploitasi  perekrut, mucikari, “traffickers” perantara pemilik 
rumah bordil dan pegawai lainnya. Dalam buku ini juga dikemukakan bahwa 
trafiking merupakan suatu industri internasional yang dikelolah berbagai 
sindikat kriminal (mafia) yang melibatkan jumlah uang yang tak terbayangkan 
oleh orang-orang awam. 
2. Trafficking perdagangan perempuan dan anak yang ditulis oleh L.M.Gandhi 
Lapian dan Hetty A. Geru  dalam buku ini  telah dibahas tentang kejahatan 
trafficking yang merupakan kejahatan yang sangat rumit, menyangkut budaya, 
sikap perilaku dan struktur sosial masyarakat. Dalam buku ini juga dibahas 
mengenai sosialisasi dan langkah tindak penanggulangan trafficking manusia 
dilakukan secara simultan,dari atas, mulai dari  pengambil keputusan tertinngi 
dalam negara dan pengambil keputusan disemua lini sampai dikomunitas 
terkecil, demikian pula dari  bawah, mulai dari pemberdayaan individu yang 
mungkin adalah calon korban, keluarga, lembaga agama, sekolah, 
perkumpulan desa, kecamatan dan seterusnya.  
3. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  yang diterbitkan oleh 
Wipress. Dalam buku ini termuat tatanan hukum yang berlaku di negara 
indonesia yakni hukum pidana yang kemudian menjadi dasar dalam 
memutuskan suatu perkara pidana yang terjadi didalam masyarakat. 
4. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang keji terhadap HAM (hak 
asasi manusia), yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak 
disiksa, kebebesan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragam hak untuk tidak 
diperbudak  dan lainnya. Dalam buku yang ditulis oleh Harun Nasution dan 
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Bahtiar Effendi yang berjudul Hak Asasi Manusia Dalam Islam. Dalam buku 
ini dibahas tentang gambaran hak-hak asasi manusia yang tidak bisa 
disamakan dengan hak-hak yang terdapat pada makhluk ciptaan Tuhan yang 
lain, dalam buku ini juga dikatakan bahwa hak asasi manusia dipandang 
sebagai sesuatu yang mendasar (fundamental)  yang harus dihargai, dihormati 
dan dijunjung tinggi oleh seluruh manusia. 
E. Metode Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini,penulis mempergunakan beberapa metode 
penulisan baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahannya. Adapun 
metodologi yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis 
penelitian yang bersifat deskriftif, yaitu penelitian terhadap perbandingan 
hukum,dimana memperbandingkan antara KUHP (Undang-Undang yang bersifat 
umum) dan Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 (Undang-Udang yang bersifat 
khusus) yang berkaitan dengan rumusan tindak pidananya, pertanggungjawaban 
pidana dan sanksi bagi pelaku perdagangan manusia. 
2. Jenis pendekatan 
Ada dua jenis pendekatan yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi 
ini, yaitu: 
a. Pendekatan teologi normatif (syar’i), yaitu penulis dalam penulisannya 
berpedoman pada Al-Quran dan Hadis Nabi yang terkait dengan judul skipsi. 
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b. Pendekatan yuridis, yaitu dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman 
pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang RI 
No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan 
Orang. 
3. Tekhnik pengumpulan data dan analisis data 
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang 
diperoleh dari bahan pustaka tentang tindak pidana perdagangan manusia melalui 
studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan,dari  buku-buku, dan 
letaratur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
4. Metode pengolahan dan analisis data 
Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode induktif, yaitu 
suatu metode yang dipergunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus, 
kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. 
 
F. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan manusia 
dalam KUHP, Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 dan Hukum 
Islam. 
b. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana bagi pelaku perdagangan 





2. Kegunaan penelitian 
a. Untuk mengembangkan wawasan keilmuan tentang hukum pidana 
khususnya dalam tindak pidana perdagangan manusia. 
b. Untuk menambah wawasan bagi para pembaca secara umum dan 
penulis secara khususnya. 
c. Sebagai bahan kelengkapan persyaratan bagi penulis untuk 
menyelesaikan pendidikan dalam program sarjana strata satu dalam 












TINJAUN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA 
PERDAGANGAN MANUSIA 
 
A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Manusia 
Banyak definisi mengenai perdagangan manusia, namun demikian 
pengertian perdagangan manusia menurut hukum positif (Undang-Undang No.21 
tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang) adalah 
tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunan kekuasaan atau posisi rentan, 
penjeratan utang, memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh 
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. 
Perdagangan manusia berasal dari kata “trafficking”. Trafficking dalam 
kamus Webster’s College Dictionary (1996) disebutkan sebagai berikut: 
“  Trafficking, to carry on traffic,especially illegal (in a commodity)”.8 
Mengangkut dalam suatu lalu lintas dengan kata lain memindahkan 
sesuatu dengan cara illegal (digunakan untuk menunjuk pada satu komoditi). Oleh 
karena itu beberapa penulis menyebut trafficking  sebagain perdagangan illegal 
manusia. Sementara defenisi Trafficking dalam KEPRES 88 tahun 2002 tanggal 
30 Desember tentang penghapusan perdagangan (Trafficking) Perempuan dan 
anak menyebutkan: 
                                                          
8
 Kamus Webster’s College Dictionary. (Second Edition; New York Webster’s College 
Press,1996), h. 438. 
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Trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku yang mengandung 
salah satu atau lebih tindakan  : perekrutan, pengangkutan antar daerah dan 
Negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dengan cara 
penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, 
memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seseorang tidak memiliki 
pilihan lain. terisolosi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain. 
memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak 
digunakan untuk tujuan : pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk pedofilia) 
buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pekerja jermal, penganten 
pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran 
obat terlarang, penjualan organ tubuh dan bentuk eksploitasi lainnya.
9
 
Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat 
disimpulkan bahwa perdagangan manusia merupakan tindakan perekrutan, 
pengangkutan, penampungan dan penerimaan dengan ancaman penggunaan 
kekerasan dan bentuk paksaan lainnya dengan tujuan eksploitasi. 
 
B. Obyek Tindak Pidana Perdagangan Manusia 
Perubahan-perubahan yang berlangsung cepat di negeri kita akhir-akhir ini 
diiringi dengan berbagai macam krisis yang kadang-kadang mencemaskan. Salah 
satu yang mencemaskan tersebut adalah maraknya kejahatan, baik yang bersifat 
violence ( kekerasan) maupun non-violence ( tanpa kekerasan), media massa tidak 
pernah sepi meberitakan peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi hampir merata 
                                                          
9
 KEPRES 88 Tahun 2002 Tentang Penghapusan perdagangan (Trafficking) perempuan 
dan anak. (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003),  h. 54. 
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diseluruh tanah air. Ronny Rachman menyatakan kata kunci yang menjelaskan 
fenomena belakangan ini adalah perubahan.
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Perubahan merupakan cermin nyata kehidupan masyarakat, kondisi 
kehidupan ini tidak selalu menunjukkan sisi positif. Ketika perubahan diberbagai 
aspek kehidupan masyarakat lebih mengarah dan membuka peluang terjadinya 
tindak kejahatan. Maka potret kehidupan masyarakat akan lebih menampakkan 
sisi negatifnya. Ada perubahan yang terjadi secara lambat maupun cepat yang 
dapat menghadirkan suasana harmonis dan disharmonisasi, tergantung bagaimana 
muatan pengaruh yang ditawarkan dan dipaksakan mempengaruhi dan menjebak 
pola pikir, pola hidup dan model interaksi sosial, kultural, ekonomi, hukum dan 
politik yang dibangunnya. 
Kemauan dan nafsu yang menjadi potensi dalam diri manusia berperan 
menjadi penentu atas terjadi dan meledaknya perilaku yang mendatangkan 
kebaikan antar sesama manusia  atau sebaliknya aspek kerugian dan pengebirian 
hak asasi manusia ( HAM ). Perubahan yang terjadi ditengah masyarakat seolah 
semakin membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan yang serius. 
Masyarakat identik dengan “ keranjang sampah “ yang sedang terisi dengan ragam 
kejahatan dan berbagai jenis pelanggaran HAM yang memprihatinkan. Terbukti, 
hingga sekarang kasus perdagangan manusia masih menjadi penyakit sosial yang 
gampang terjadi di tengah masyarakat.  
Perdagangan manusia atau “ Human Trafficking“ secara illegal menjadi 
persoalan kemanusiaan yang memprihatinkan, mereka diperlakukan sewenang-
                                                          
10
 Edi, Sri. Kemiskinan dan Keadilan (Cet. 1; Jakarta: Sejahtera Tanumijaya. 1986), h. 86. 
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wenang tanpa memperdulikan faktor manusiawi yang bersentuhan dengan harkat 
dan martabatnya. 
Dalam kasus perdagangan manusia umumnya perempuan dan anak-anak 
selalu menjadi obyek atau korban, hal ini disebabkan karena mereka kategori 
masyarakat yang paling rentan sehingga tunduk pada berbagai pengaruh dan dapat 
dengan mudah dieksploitasi, bekerja bahkan untuk tujuan kriminal. Salah satu 
Negara di eropa telah mengidentifikasi, hampir seperempat remaja korban 
perdagangan manusia adalah anak-anak dibawah usia 14 tahun, dari jumlah anak 
antara 14 dan 18 tahun, 24 korban adalah anak perempuan dan 9 korban laki-laki 
jumlah terbesar anak-anak dieksploitasi dalam pelacuran. 
Kecendrungan yang terjadi didalam masyarakat adalah semakin 
banyaknya anak-anak dibawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual, 
khusus dalam bentuk kekerasan seksual ini (Sexual Violence), anak-anak 
diperlakukan tidak layaknya manusia tetapi seperti binatang dan bahkan melebihi 
perlakuan terhadap binatang. Mas’udi menyatakan perlakuan terhadap anak-anak 
dibawah umur demikian memprihatinkan itu tidak sulit dibaca di media massa dan 
tidak sulit dilihat dan diamati dalam sejumlah pemberitaan yang ditayangkan oleh 




Perempuan juga mempunyai resiko tinggi untuk diperdagangkan karena 
perempuan dianggap mudah dibohongi dengan berbagai janji dan perempaun 
menyukai jenis pekerjaan tertentu, dari babysitter sampai menjadi penari dan 
                                                          
11
 Mas’udi, Potret Buram Kekerasan Seksual (Jakarta; Bintang Pena, 2007), h. 22.  
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penyanyi di dunia “ Entertainment “ yang merupakan industri seks terselubung 
tetapi tidak selalu diketahui oleh perempuan yang menjadi sasaran perdagangan 
manusia. 
Manipulasi terhadap perempuan dipermudahn karena perempuan sendiri 
seringkali kurang menyadari perangkap yang dipasang oleh para pedagang 
manusia yang melakukan kegiatannya. 
Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa, antara dua dan emapt juta perempuan 
dan anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya. Pada tahun 2000 diseluruh dunia 
diperkirakan antara 700 ribu sampai 2 juta kaum perempuan dan ank-anak 
merupakan korban perdagangan manusia. Dari jumlah tersebut sebanyak 200,000-
225,000 diantaranya terjadi di Negara-negara Asia Tenggara. Pada tahun 2003, 
jumlah ini mengalami peningkatan seperti yang dilaporkan oleh Bireau of Public 
Affairs, US Departement of Sate yakni bahwa setiap tahun sebanyak 800,000-
900,000 manusia diperdagangkan dengan mengabaikan batas-batas internasional 
untuk tujuan memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh, sangat  
sulit untuk mendapatkan angka jumlah korban secara pasti mengingat 
perdagangan haram tersebut dilakukan melalui jejaring kejahatan yang 




Disebutkan data korban perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 
2008 sampai dengan tahun 2010 adalah 3,127% korban dengan proporsi 25,6% 
(umur anak laki-laki dan perempuan), 67,6% perempuan dan 6,7 laki-laki dewasa, 
                                                          
12
http:/ccm.um.edu.my/umweb/fsss/images/perdagangan/Suryawandari.doc.www.pemant
auperailan.com (29 juli 2010).  
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berdasarkan daerah asal sebagian besar berasal dari Kalimantan barat (707), jawa 
barat (605), jawa timur (384), jawa tengah (340), nusa tenggara barat (217), 
Sumatra utara (211), lampung (157), nusa tenggara timur (122), Sumatra selatan 





C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Manusia 
Perdagangan manusia merupakan kejahatan di zaman ini yang 
mengakibatkan kesengsaraan bagi si korban, karena manusia diperdagangkan 
tidak diperlakuakan sebagai sumber daya yang mempunyai potensi dan hak-hak 
pribadi melainkan sebagai barang dagangan yang dapat diperjualbelikan,korban 
direkrut, dijual, dipindahkan serta dijual kembali disertai berbagai kejahatan 
seperti penipuan dan kekerasan. 
Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 
perdagangan manusia, karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang 
berbeda-bada,tetapi dapat disimpulkan beberapa faktor antara lain: 
1. Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui 
bahaya perdagangan manusia dan cara-cara yang dipakai untuk menipu dan 
menjebak korban. 
2. Kemiskinan telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana 
saja, krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menimbulkan banyak orang 
mengambil jalan pintas, tanpa melihat resiko dari pekerjaan tersebut. 
3. Kultur/Budaya yang menempatkan posisi perempuan yang lemah dan juga 
posisi anak yang harus menuruti kehendak orangtua dan juga pernikahan dini, 
diyakini menjadi salah satu pemicu perdagangan manusia. Biasanya korban 
terpaksa harus pergi mencari pekerjaan keluar negeri atau keluar daerah 
karena tuntutan keluarga atau orangtua. 
4. Kebodohan/Putus sekolah, pendidikan sangat dibutuhkan bagi para pemuda 
dan remaja guna menghadapi tantangan kedepan yang semakin kompleks dan 
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kompetitif, sebab bila kita berada dalam kebodohan maka kita akan menjadi 
mangsa pembodohan dan penipuan. 
5. Lemahnya pencatatan/dokumentasi kelahiran anak atau penduduk sehingga 
sangat mudah untuk memalsukan data identitas. 
6. Lemahnya oknum-oknum aparat penegak hukumdan pihak-pihak terkait 
dalam melakukan pengawalan terhadap indikaasi kasus-kasus perdagangan 
manusia. 
Perdagangan manusia, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan 
anak-anak merupakan bisnis terbesar ketiga setelah “drug trafficking“ dan  
“traffickin in weapon“, ia menjadi bisnis yang mengutungkan karena resikonya 
yang rendah, bisa diperluas, dipakai atau dijual lagi. Yang sering jadi sasaran 
kejahatan ini adalah daerah konflik, karena didaerah ini masyarakat sipil belum 
stabil dan penegakan hukum masih lemah.
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Salah satu contoh adalah kondisi masyarakat aceh yang merupakan korban 
konflik sekaligus korban bencana alam yang sangat rentan dengan kondisi apapun. 
Apalagi, situasi ini terkadang diperparah dengan terpuruknya kondisi ekonomi, 
sosial dan pendidikan. Himpitan kehidupan ini kemudian menimbulkan upaya 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dalam pemenuhan itu kadangkala 
mereka tidak memikirkan dampak dari apa yang mereka kerjakan yang penting 
bagi mereka hidup harus tetap berjalan. 
Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan situasi psikologis ini menjadi 
salah satu penyebab yang tidak disadari sebagai peluang munculnya perdagangan 
                                                          
13
 Syafaat, Rahmad. Dagang Manusia ( Yogyakarta: lappera Puataka Utama,2002), h.11.   
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manusia. Tidaklah mengherankan jika korban perdagangan manusia terus 
berjatuhan bahkan rerentetan korban demi korban masih mungkin akan terus 
bertambah. 
Di lain pihak globalisasi, perkembangan mode, serta kemajuan teknologi 
dan informasi telah membuat dunia terbuka hampir tanpa batas. Setiap saat 
manusia bias bergerak dalam wilayah edar yang luas dan terbuka. Seorang 
perempuan lugu seperti Lisa Bonet yang lahir dan tumbuh besar nun jauh 
dipedalaman wilayah timur Indonesia, ditemukan menjadi korban kekerasan 
pembantu rumah tangga di Malaysia. 
Tampaklah, faktor-faktor diatas telah mendorong dan menggerakkan 
khususnya perempuan terutama para remaja yang berharap keluar dari 
kemiskinannya dan tergoda dengan moleknya keindahan dunia, menyerah dan tak 
berdaya kepada siapa saja yang menawarkan jasa menyelamatkan hidup mereka 
dengan pekerjaan dan iming-iming yang besar.   
Disamping alasan-alasan diatas, terdapat alasan lain yang mendasar  yakni 
ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan, fenomena perdagangan perempuan 
tak dapat dipisahkan dari fenomena kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan 
terjadi pada umumnya ketika relasi sosial dan dan relasi kuasa berlangsung 
timpang, menempatkan perempuan sebagai subordinat dan makhluk kelas dua. 
Perempuan dalam relasi yang tidak setara ini dikondisikan menjadi manusia yang 
tak berdaya penuh ketergantungan kepada laki-;aki dan pada gilirannya 
dimanfaatkan, dieksploitasi dan diperdagangkan secara tidak manusiawi. 
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Uraian diatas menegaskan bahwa human trafficking bukan hanya tindakan 
yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan, tetapi juga mengancam dan 
merusak nilai-nilai yang dibangun ajaran agama yaitu kesetaraan, kemaslahatan, 
dan kerahmatan. Human trafficking dengan demikian bukan saja melanggar 
prinsip-prinsip hak asasi manusia, hukum dan aturan perundang-undangan yang 
berlaku, norma dan tata kesusilaan tetapi juga melanggar prinsip dan ajaran 
agama.  
Kasus perdagangan manusia seperti gunung es,banyak yang menjadi 
korban tetapi karena belum terlindunginya secara hukum korban dan para saksi 
tidak berani melapor dan memberikan kesaksian. 
Berbagai literatur yang menggambarkan pengalaman korban perdagangan 
manusia tampak adanya berbagai perlakuan kejam, penderitaan, diinjak-injak. 
Perlakuan kejam ini dirangkaikan dengan ketidakberdayaan korban yang terjebak 
dalam jaringan yang sulit di identifikasi apalagi di tembus menyebabkan sangat 
sulit menemukan solusinya. 
Kerugian dan penderitaan korban perdagangan manusia dialami dalam 
proses 
a. Perekrutan  
b. Pemalsuan dokumen 
c. Penyekapan 
d. Pengangkutan dan perjalanan 
e. Di tempat kerja 




Perekrutan merupakan suatu tindakan yang mengajak, mengumpulkan, 
membawa dan memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. 
Perekrutan pada umumnya dilakukuan oleh seorang “calo” mereka mendekati 
keluarga ataupun orangtua calon korban. Calon korban tercatat berusia mulai dari 
usia 11 tahun. Yang dibayangkan kepada calon korban atau orangtuanya adalah 
pekerjaan yang baik dengan upah yang menggiurkan, ada yang benar dan ada 
yang di manipulasi ada pula yang berdasarkan penipuan, tidak kecil jumlah 
diantara mereka yang terjerumus menjadi korban perdagangan manusia. 
2. Pemalsuan dokumen 
Para korban perdagangan manusia pada umumnya diberikan tanda 
pengenal yang nama, umur, alamat dan sebagainya telah dimanipulasi. mereka 
diberangkatkan secara illegal, dari segi kemanusiaan mereka yang keluar negeri 
dan tak terdaftar menjadi “tadak ada ataupun stateless”.  
3. Penyekapan sebelum berangkat 
Sering para agen tidak segera dapat memberangkatkan korban 
perdagangan manusia, sehingga terjadi kekerasan penyekapan. Perlakuan yang 
dialami malahan lebih kejam dari perbudakan, tempat penyekapan/penampungan 
pun amat tidak manusiawi. 
4. Pengangkutan dalam perjalanan  
Dalam perjalanan ternyata ada korban yang mengalami perkosaan dan 
kekerasan lainnya. Tercatat perempuan yang diperkosa oleh pria yang seharusnya 
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mengawalnya dengan segala akibat yang merugikan kehidupan korban 
selanjutnya. 
5. Di tempat kerja  
Di dalam negeri pekerja paksa, apakah sebagai pembantu rumah tangga 
atau sebagai pekerja seks mengalami penyekapan dengan segala perlakuan yang 
tidak manusiawi atau mirip dengan perbudakan. Di beberapa tempat khususnya di 
Indonesia para korban perdagangan manusia terjerat dalam kungkungan para 
preman yang amat kejam. Mencoba melarikan diri dapat berarti kematian. 
Selain ancaman dibunuh oleh preman korban mengalami penganiyaan lain 
nya seperti dicambuk pelecehan seksual, penyiksaan, penelantaran, penipuan serta 
dipenjarakan. 
Korban perdagangan manusia tidak hanya dirugikan secara fisik namun 
mereka juga dirugikan secara phsikis. Di tempat kerja mereka mendapatkan 
perlakuan-perlakuan kasar, bekerja dengan jam yang panjang,gaji tidak dibayar 
atau mendapatkan bayaran yang kurang. 
6. Pemulihan atau rehabilitasi 
Sesampai ditempat asalnya, cemoohan masyarakat menjadi beban yang 
masih harus dipikulnya. Bahkan ada keluarga yang menolak menerimanya 
kembali kerumah karena malu. 
Tindak perdangangan manusia merupakan yang sangat kompleks,yang 
melibatkan banyak orang, banyak tempat, banyak cara, banyak tujuan, dan dapat 
terjadi didalam negeri maupun lintas Negara. Untuk membuktikan sebuah kasus 
perdagangan manusia dapat dipahami dari cirri-cirinya yaitu adanya perekrutan, 
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pengangkutan, transfer, penyembunyian dan penerimaan orang (biasa disebut 





D. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Manusia  
Masalah hukum erat kaitannya dengan moral suatu bangsa. Hukum 
menjadi perhatian dimana saja, baik dalam masyarakat yang telah maju maupun 
dalam masyarakat yang masih terbelakang, kerusakan moral seseorang 
mengakibatkan tidak ditaatinya hukum oleh seseorang yang akan mengganggu 
ketentraman orang lain. Jika dalam satu masyarakat yang rusak moralnya dan 
tidak taat terhadap hukum maka akan goncanglah keadaan masyarakat itu. 
Perkembangan hukum pada era reformasi sekarang ini diarahkan kepada 
upaya-upaya untuk memulihkan moral sebagian rakyat dan pemimpin serta 
memulihkan kewibawaan hukum yang terpuruk pada ere yang ada sebelumnya. 
Pemimpin dan rakyat Indonesia dewasa ini sedang mengalami dekandensi 
dan disentegrasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk hukum dan moral. 
Oleh sebab itu, mutlak menuntut adanya reorientasi dalam pembinaan dan 
pembangunan hukum, bukan saja agar hukum memiliki supremasinya, tetapi 
menghendaki terwujudnya Negara demokrasi dalam arti kata sebenarnya. 
Pemahaman tentang “demokrasi” yang dijadikan “Better Cry” dalam 
gerakan reformasi ternyata telah terdegradasi atau terdistorsi menjadi suatu anarki 
yang menggambarkan hancurnya moral dan supremasi hukum yang telah diganti 
oleh supremasi massa yang menggejala sebagai “societal terrorism”.14 
Pembicaraan mengenai supremasi hukum sering dilakukan dalam berbagai 
forum atau diskusi memberi isyarat bahwa supremasi itu kini sedang mengalami 
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I.S, Susanto. Wajah Hukum di Era Reformasi (Cet.1; Semarang: Citra Aditya Bakti, 




proses kehancuran. Sejak lama Prof. Dr. Sahetapy menyatakan bahwa hukum di 
Negara Indonesia sedang mengalami “pembusukan”.15 
Pada masa orde baru telah terjadi manipulasi hukum untuk kepentingan 
politik dan ekonomi, sehingga hukum menjadi bersifat refresif, melanggar hak-
hak asasi masyarakat. Hukum bukan lagi dijadikan sarana untuk membela atau 
menegakkan kebenaran dan keadilan, melainkan hukum sudah dijadikan komoditi 
untuk dipertukarkan sebagai alat pembayaran untuk membeli hal-hal yang justru 
menentang kebenaran dan keadilan. 
Kini masyarakat tidak percaya lagi kepada lembaga-lembaga penegak 
hukum yang dianggap kehilangan integritas dan kredibilitasnya sebagai tempat 
untuk memperoleh kebenaran dan keadilan, sehingga masyarakat secara 
emosional dan sentimental menghakimi kasus-kasus yang dirasakan sebagai 
pengganggu atas rasa kebenaran dan keadilannya. 
Dari beberapa problematika hukum yang terjadi, tiba saatnya pemerintah 
mengambil suatu sikap dalam rangka mengatasi pelanggaran hukum yang terjadi, 
salah satunya adalah kasus perdagangan manusia atau “Human Trafficking”. 
Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), dijelaskan bahwa  
“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam 
dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”. 
Konsep pengatuaran larangan ini seumur dengan pembentukan KUHP itu 
sendiri, pasal 297 yang khusus mengatur perdagangan perempuan dan  anak-anak 
dibawah umur yang menunjukkan bahwa pada zaman penjajah pun perdagangan 
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Ibid., h. 149 
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perempuan dan anak-anak sudah dikualifikasi sebagai suatu kejahatan dan 
dianggap perbuatan  tidak manusiawi dan layak mendapatkan sanksi. 
Namun dalam pasal 297 KUHP ini memberikan sanksi yang terlalu ringan 
dan tidak sebanding dengan dampak yang diderita oleh korban kejahatan 
perdagangan manusia. Kemudian pada tanggal 19 April 2007 pemerintah 
Indonesia mengesahkan dan mengudangkan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
Undang-Undang No.21 Tahun 2007 ini mengadopsi beberapa konsep dari 
konvensi internasional seperti eksploitasi seksual,, impunity bagi korban, undang-
undang ini menegaskan bahwa perdagangan manusia yang korbannya terutama 
perempuan dan anak-anak sebagai pidana berat, serta memuat pemberantasan 
hukuman bagi pelaku. Tegasnya, semangat dan orientasi politik dan undang-
undang ini adalah menjamin hak-hak korban perdagangan manusia dan penegasan 
kewajiban Negara untuk memenuhinya, undang-undang pemberantasan tindak 
pidana perdagangan manusia juga dikatakan komprehensif dan dapat 
mengkompensasi kelemahan kitab undang-undang hukum pidana ( KUHP) pasal 
297 yang sudah mengkriminalkan pelaku perdagangan manusia terutama 
perempuan dan anak-anak.  
Undang-undang ini sudah memuat defenisi resmi perdagangan manusia 
yang operasional, elemen-elemen kejahatan perdagangan manusia, jaminan 
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perlindungan korban dan saksi termasuk pemberian restitusi kepada korban., 
sebagaimana terdapat dalam salah satu pasal yakni pasal 48 ayat (1) 
16
 
“ Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak 
memperoleh restitusi”.17 
Restitusi yang dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) adalah berupa ganti 
kerugian atas: 
a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan 
b. Penderitaan 
c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau 
d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. 
Selanjutnya, terhadap pelaku perdagangan manusia didalam undang-
undang ini telah diatur mengenai mekanisme penjatuhan sanksi penjara dan 
denda. 
Dalam undang-undang ini juga memerintahkan pembentukan gugus tugas 
(Task Force) kepada pemerintah untuk menangani perdagangan manusia ditingkat 
nasional, provinsi dan kabupaten/kota di daerah yang rawan terjadi perdagangan 
manusia. Pembentukan gugus tugas ini beranggotakan wakil-wakil dari 
pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya 
masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.  
Gugus Tugas (Task Force) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas: 
                                                          
16
 Republik Indonesia, Undang-Undang R.I  Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Karya ini berada pada domain republik 
Indonesia karena merupakan dokumen pemerintahan, termasuk diantaranya hasil rapat terbuka 
lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat 
pemerintah, peyusan pengadilan dan keputusan badab arbitrase, tidak hak cipta atas karya ini. 
(Pasal 13 UU No.10 Tahun 2002).  
17
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomar 21 Tahun 2007, bab 5, pasal 48. 
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a. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana 
perdagangan manusia. 
b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama. 
c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi 
rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi. 
d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum 
e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi. 
Trend perdagangan manusia saat ini saat ini tidak hanya terjadi pada 
perempuan dan anak-anak saja, tatapi juga terjadi pada laki-laki dewasa. Misalnya 
penjualan sebagai tenaga kerja keluar negeri dan tentara bayaran. Oleh karena itu 
perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam perjanjian timbal balik dalam 








ANTISIPASI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN MANUSIA 
A. Antisipasi Hukum Dan Moral Keagamaan Terhadap Tindak Pidana 
Perdagangan Manusia  
Perdagangan manusia atau yang dikenal dengan istilah Human Trafficking 
merupakan kejahatan yang sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat 
internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak 
asasi manusia modern, kejahatan ini terus berkembang secara nasional dan 
internasional. Perbudakan modern merupakan ancaman multidimensi bagi semua 
bangsa, selain penderitaan individu akibat pelanggaran hak asasi manusia, 
keterkaitan antara perdagangan manusia dengan kejahatan terorganisir serta 
ancaman-ancaman keamanan yang sangat serius, oleh karena itu, tiba waktunya 
pemerintah dan masyarakat menaruh perhatian yang lebih besar dalam masalah 
pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia. 
1. Antisipasi Hukum 
Dalam memberantas tindak pidana perdagangan manusia, pemerintah telah 
mengambil perhatian utama,selain aturan hukum tang telah dibuat, pemerintah 
telah menetapkan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan orang. Berbagai sambutan positif telah diberikan 
masyarakat dan ada harapan yang besar akan pemberantasan tindak pidana 
tersebut. 
Selain dengan adanya Undang-Undang No21 Tahun 2007, pemerintah 
juga telah mengambil antisipasi yang cukup progressif dalam rangka 
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pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia ditingkat regional dan 
internasional. Hal tersebut diakibatkan kemajuan teknologi, informasi, 
komunikasi dan transportasi membuat semakin berkembangnya modus kejahatan 
yang dalam beroperasi dilakukan secara tertutup. 
Sebelum adanya Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 Tentang 
Pemberantasan Perdaganagan Manusia, sudah banyak peraturan yang telah dibuat 
oleh pemerintah dalam penanggulangan perdagangan manusia seperti: KUHP, 
Undang-Undang No.23 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.39 
Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Konvensi Hak Anak, TAP MPR No.XVII 
Tentang Hak Asasi Manusia. 
Namun peraturan tersebut belum memadai tentang Human Trafficking atau 
perdagangan manusia dalam perundang-undangan hukum pidana Indonesia 
penggunaan yang paling mungkin untuk mencover kejahatan tersebut juga 
tersebar dalam berbagai undang-undang. 
Terkait dengan masalah tersebut maka ada dua hal yang harus diperhatikan 
a. Kepastian hukum harus berjalan 
Apabila undang-undang, peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum pada 
umumnya dijamin pelaksanaannya secara adil dan jujur, maka rasa aman 
dan tentram dari masyarakat akan terjamin. Dalam pelaksanaan hukum itu, 
hendaknya perbuatan yang benar dibenarkan dan perniatan yang salah 
disalahkan, kendatipun terhadap siapa saja baik terhadap diri dan golongan 
maupun terhadap orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan seperti 
perdagangan manusia menurut hukum dan telah menimbulkan kerugian 
33 
 
pada orang lain atau Negara hendaknya orang tersebut ditindak secara 
hukum dengan adil, tidak dilindungi, dicarikan dalih atau alasan untuk 
membela dan membebaskannya dari tuntutan hukum, walaupun yang 
terkena diri, keluarga atau golongan sendiri. Jika terjadi pemutarbalikan 
fakta dan pembelaan tidak benar, akan timbullah rasa ketidakadilan dalam 
masyarakat, karena orang yang melakukan perdagangan manusia 
dibebaskan dari tuntutan hukum. Disamping itu seringkali seseorang 
melihat contoh dari kejadian yang bertentangan dengan hukum yang 
dilakukan oleh orang yang penting yang berkuasa. Penyalahgunaan 
kekuasaan yang dilakukan oleh aparat Negara dengan melindungi orang-
orang yang melakukan kejahatan seperti perdagangan manusia semakin 
mempersulit pemberantasan tindak pidana tersebut. 
b. Penerapan sanksi harus tegas 
Salah satu antisipasi yang harus diambil dalam menegakkan supremasi 
hukum adalah penerapan sanksi yang tegas kepada setiap tindakan 
kejahatan. Dalam perkara tindak pidana perdagangan manusia, penuntut 
umum dan hakim dalam menuntut dan menjatuhkan sanksi pidana harus 
benar-benar memahami tujuan dari pemidanaan, yaitu membuat jera 
pelaku tindak pidana, mencegah masyarakat untuk melakukan hal yang 
serupa. Oleh karena itu, untuk menangkal dan menekan serendah mungkin 
tindak pidana perdagangan manusia, saatnyalah para penegak hukum 
menerapkan sanksi yang tercantum baik dalam KUHP maupun Undan-
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Undang No.21 Tahun 2007  dan dijadikan sebagai sok terapi dalam 
memberantas perdagangan manusia. 
2. Antisipasi Moral 
Selain antisipasi hukum, moral keagamaan pun perlu ditanamkan dalam 
rangka pemberantasan perdagangan manusia. Islam secara tegas dan jelas 
memandang penting dengan perpaduan iman dan taqwa, ibadah serta amalan 
sosial, pelaksanaan syariat islam dan akhlak dalam tatana individual dan 
masyarakat, karena itu pemberdayaan dan fungsionalisasi ibadah seperti sholat, 
puasa, haji, zikir dan do’a mutlak diperlukan dan dikontekstualisasikan dalam 
kehidupan sosial. Al-quran mengajarkan bagaimana seharusnya orang yang 
melaksanakan sholat dengan baik, selain harus memenuhi syarat dan rukun 
formalnya, sholat juga harus ditindaklanjuti dengan perilaku moral yang terpuji. 
Allah SWT. berfirman dalam Q.S Al-Ankabut /45:29 
                        
                    
Terjemahannya: 
“ Bacalah dengan apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-kitab (Al-
quran) dan dirikanlah sholat, sesunggihnya sholat itu mencegah dari 
(perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat 
Allah (sholat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadahyang 
lain) dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 18 
Tindak pidana perdagangan manusia dalam hukum islam merupakan salah 
satu bentuk kemungkaran yang harus dicegah dan diberabtas, oleh karena itu 
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 Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya (Semarang: CV Toha Putra 
Semarang 1996), h.321. 
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ibadah merupakan salah satu obat untuk mencegahnya, diperlukan dan harus 
dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa yang  bergama Islam. 
Dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana perdagangan manusia yang 
masih sering terjadi diperlukan reformasi iman dan moral, reformasi iman dan 
moral adalah pembaharuan dan pemberdayaan dari nilai iman terhadap kebenaran 
akan kemaha Esaan dalam tatanan kehidupan yang lebih fungsional. 
Dari reformasi moral dan iman tersebut maka akan timbul itikad baik dan 
komitmen kuat untuk berbuat dan mensosialisasikan rasa aman dan damai dalam 
kehidupan ini. Pada gilirannya nanti iman yang dipadu dengan semangat 
mewujudkan keamanan akan melahirkan sikap dan perilaku yang penuh 
pertimbangan moral kejujuran, keadilan, kebersaman, dan lain sebagainya. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka perdagangan manusia idealnya dapat 
dicegah atau paling tidak dikurangi, kalau tidak diberantas. Nilai-nilai tersebut 
dapat terlaksana jika reformasi iman dan akhlak dapat tersosialisasi dalam 
integritas pribadi pemimpin sekaligus rakyat. Kerjasama atas dasar iman dan 
akhlak antara pemimpin dan rakyat dapat berjalan dengan baik, jika kedua belah 
pihak sama-sama mempunyai amanah dalam menegakkan keadilan. Diatas itu 
semua “pembaharuan iaman dan akhlak” menurut moral islam diberlakukan 
dalam rangka mengaktualisasikan amar makruf nahi mungkar. 
Allah SWT. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/177:1 yang berbunyi: 
                                
                            
36 
 
                        
                            
                          
Terjemahannya: 
“Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu 
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi; dan 
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-
orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan ) hamba sahaya; 
mendirikan sholat dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati 
janjinya apabila ia berjanji; dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 
penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar 
(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.
19
 
Demikian pokok kebajikan yang telah diserukan Al-quran kepada manusia 
untuk senantiasa melakukan amalan-amalan yang telah digariskan agama sebagai 
implementasi reformasi iman dan moral untuk tercapainya kehidupan yang 
tentram dan damai dalam tataran iman dan taqwa. 
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Manusia 
 
Sesungguhnya komponen substansi hukum untuk pencegahan dan 
penanganan perdagangan manusia walaupun belum ideal namun sudah cukup jika 
kemauan pemerintah untuk menanggulanginya benar-benar serius. 
Sebelum tahun 2000, dalam wacana internasional, Indonesia digolongkan 
sebagai Negara asal perdagangan manusia, baik perempuan maupun laki-laki dari 
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usia dewasa dan anak-anak diperdagangkan melalaui perbatasan wilayah 
Indonesia kenegara-negara lain. 
Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberantasan tindak 
pidana perdagangan manusia adalah banyaknya kasus yang tidak terlaporkan atau 
diusut, ini merupakan keprihatinan terhadap penghormatan hak asasi manusia, 
berbagai kendala menjadi penyebab mengapa fenomena perdagangan manusia 
yang dirasakan banyak sekali oleh masyarakat tidak ditemukan atau sangat sedikit 
data yang tercatat dipolsek atau polres. Padahal masyarakat mendengar dan 
mengetahui langsung adanya berbagai kasus perdagangan manusia. Diantara 
kasus yang terjadi adalah yang menimpa para korban adalah gaji tidak dibayar, 
diperkosa, disekap dihotel untuk melayani kebutuhan seksual majikannya, 
kembali kedesa dalam keadaan hamil atau membaea seorang anak,meninggal 
tanpa adanya penjeladan sebab kematiannya, dan pelecehan seksual bahkan proses 
pelecehan seksual sudah dialami oleh para korban dalam proses rekruitmen, 
diperjalanan, penampungan hingga ditempat tujuan. 
Belum optimalnya tingkat koordinasi dan kerjasama adalah salah satu 
kendala yang dihadapi dalam penanganan perdagangan manusia. Adapun 
indikator-indikatornya antara lain: 
1) Pencegahan 
Dalam rangka pencegahan tindak pidana perdagangan manusia hal yang 





2) Penindakan hukum 
Belum terjalinnya kordinasi dan kerja sama dalam penindakan hukum, 
antara polri, departemen kehakiman dan HAM. Dikarenakan korban tidak aktif 
dan tidak mau melaporkan kejadian yang menimpa dirinya akibat tidak paham 
perundang-undangan. 
Rendahnya kesadaran masyarakat akan isu perdagangan manusia membuat 
pelaku semakin leluasa malakukan aksinya. Ketidaksadaran ini terjadi pada 
penduduk yang umumnya berada dipelosok-pelosok desa, jangankan untuk 
memahami isu Human Trafficking istilahnya saja masih banyak yang tidak tahu, 
kurangnya kesadaran ini tidak hanya dialami oleh korban atau keluarga korban, 
akan tetapi juga dialami oleh masyarakat sekitar korban yang sedianya 
memberikan dukungan korban. Ungkapan-ungkapan seperti “enaknya dirasakan 
sendiri tapi susahnya dibagi-bagi “ merupakan salah satu bukti masyarakat belum 
memiliki kesadaran, empati dan kepekaan terhadap korban kasus perdagangan 
manusia. 
Adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap korban perdagangan 
manusia terutama yang terjadi pada kaum perempuan yang sering menjadi korban 
kekerasan seksual seperti korban perkosan dan pelecehan seksual, pandangan 
sebagai perempuan tidak baik atau tidak suci lagi menghantui korban dan keluarga 
ketika menghadapi kekerasan seksual. Bahkan masyarakat telah mengasumsikan 




Panjangnya proses hukum yang harus dilalui korban perdagangan manusia 
sehingga membutuhkan beberapa kali perjalanan ke pengadilan dan ke kepolisian 
menjadi alasan pilihan kasus Human Trafficking terpaksa tidak dilaporkan, proses 
peradilan ini dirasakan sebagai beban yang berat, karena biaya transportasi yang 
harus dikeluarkan korban untuk memenuhi proses tersebut. 
Tidak adanya dukungan dari pihak pemerintah pada saat korban 
mengkonsultasikan kasusnya kepada aparat pemerintah. Tidak adanya dukungan 
ini salah satu sebabnya karena pemerintah berada dalam paoasisi dilema antara 
menyelesaikan kasusnya tetapai dirinya bias dijerat sebagai pelaku. Niat baik yang 
dilakukan oleh aparat pemerintah dalam pembuatan KTP dengan meningkatkan 
usia calon buruh migran menjadi salah satu masalah tersendiri, sehingga pada saat 
ada masalah, maka aparat cenderung cuci tangan dan tidak memberi dukungan. 
Citra kepolisian yang belum dipercaya mrenjalankan prinsip dan 
melindungi (To Serve To Serve) terhadap korban. Asumsi yang berkembang di 
masyarakat, melaporkan ke polisi akan memberi konsekuensi yang akan menjadi 
beban baru bagi korban, publikasi yang dilakukan media massa terkadang  
melupakan kerahasiaan identitas korban, sehingga ada kekhawatiran jika 
masalahnya dilaporkan kepada polisi akan tercium oleh media dan akan 
dipublikasikan, situasi ini dapat menempatkan korban baru dari tindakan 
kekerasan psikis yang dilakukan oleh media atau sanksi sosial yang diterima 
karena adanya pemberitaan tersebut. 
Dari paparan tersebut diatas, tampak bahwa kelemahan penindakan hukum 
terhadap perdagangan manusia, bukan terletak pada norma hukum semata, tetapi 
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pada komponen-komponen system hukum lainnya. Selain terbatasnya undang-
undang yang menjerat pelaku dan melindungi korban perdagangan manusia juga 
kendala seperti: 
1. Tidak cukup bukti 
2. Tidak ada yang berani bersaksi  
3. Pemahaman aparat pemerintah dan penegak hukum yang masih dangkal 
tentang perdagangan manusia. 
4. Pandangan masyarakat yang negative terhadap korban 
Jika diinginkan adanya transformasi hukum kearah hukum yang member 
keadilan  dan perlindungan kepada korban perdagangan manusia serta mencegah 
terjadinya terjadinya perdagangan manusia, maka semua komponen dalam sistem 
hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum (Legislator, Pemerintah dan aparat 
penegak hukum), budaya hukum (Pemikiran dan kekuatan dalam masyarakat atau 
social thought and forces), termasuk moral hukum,asas keadilan, dan berbagai 
subsistem hukum (Pendidikan, penelitian, perencenaan, pembentukan, pelayanan 
seperti sosialisasi dan advokasi, penegakan, pengawasan dan informasi). 
Khusus aparat negara yang memerlukan perhatian adalah instansi imigrasi 
dan polisi serta aparat penegak hukum lainnya, perlu segera ditertibkan 
administrasi negara untuk mencegah adanya pemalsuan dokumen, dan benar-
benar menuntut akuntabilitas pejabat yang akuntabel. Pentingnya mengatur 
hukum, serta mekanisme pengawasan hukum serta membudayakannya. 
Dalam era masyarakat madani dewasa ini, perlu dibudayakan komunitas 
mulai dari yang terkecil, dengan pengetahuan dan kesadaran. Pemberdayaan 
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komunitas terkecil ini sangat penting bukun hanya untuk perlindungan dan 
pencegahan korban perdagangan manusia, tetapai untuk berbagai kejahatan 
transnasional seperti narkoba dan bentuk kejahatan lainnya. 
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan 
Manusia  
 
Islam memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. yang 
paling sempurna. Dia adalah makhluk pilihan yang paling mulia kedudukannya 
daipada makhluk-makhluk lain ciptaan Allah SWT. begitu banyak keistimewaan 
yang dikaruniakan  dalam diri manusia, mulai dari wujudnya yang paling indah 
disbanding dengan makhluk lain sampai pada komponen penyusun dalam diri 
manusia yang tidak menyamainya, manusia dikaruniakan oleh Allah akal untuk 
berpikir. Dengan akal manusia mampu membedakan antara yang haq (baik) dan 
yang bathil (salah), namun manusia juga berpotensi untuk melakukan kesalahan 
dan kerasakan ketika ia tidak mempergunakan akalnya sesuai dengan perintah 
Allah SWT. 
Perdagangan manusia pada hakikatnya jelas sangat bertentangan dengan 
nilai islam yang menghormati hak-hak asasi manusia, islam sangat menghormati 
dan memuliakan kedudukan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-
Israa/17:70 
                         
              
Terjemahannya: 
“Dan sesengguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, kami angkat 
mereka dari daratan dan lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan 
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kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah kami ciptakan”.20 
 
Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam pandangan hukum islam, 
perbudakan atau perdagangan manusia jelas sangat dilarang, salah satu misi 
dakwah ketika islam datang adalah menghapus segala bentuk perbudakan di muka 
bumi. 
Islam sangat menekankan ikhtiar untuk memperoleh rezeki dengan cara 
yang tidak melakukan eksploitasi terhadap alam, apalagi terhadap sesama manusia 
meskipun perdagangan manusia merupakan sebuah realitas sejak zaman pra 
Islam, namun dalam berbagai ayat Al-Quran kita justru akan menemukan banyak 
ayat yang menentang bahkan berupaya menghapusanya. Dalam kasus trafficking 
islam sejak awal telah meletakkan dasar-dasar bagi pembebasan dan penghapusan 
perbudakan, karena ia bertentangan dengan prinsip tauhid (keEsaan Tuhan). 
Teologi ini selalu mengajarkan kepada manusia tentang makna kebebasan 
(kemerdekaan), kesetaraan, dan penghargaan terhadap manusia lain. Oleh karena 
itu tidak ada keraguan sedikitpun bahwa trafficking dalam segala bentuknya 
adalah bertentangan dan melanggar nilai-nilai islam dan melawan Tuhan dalam 
kaidah fikih disebutkan: “ al hurr la yadkhul tahta al yad”. (orang merdeka tidak 
beradadi bawah kekuasaan siapapun). 
Trafficking dalam permasalahannya bisa dikategorikan dalam jarimah 
ta’zir karena dari ukuran dan sanksinya tidak dibahas dalam Al-quran dan Hadis. 
Adapun jenis hukuman yang termasuk dalam jarimah ta’zir antara lain hukuman 
penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan denda dan hukuman yang 





sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Bertitik tolak dari konsep maqaashid 
al-syari’ah yang intinya menghendaki kemaslahatan bagi manusia, maka tujuan 
akhir penetapan pemidanaan dalam islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan 
berupa kedamaian, ketertiban, keamanan dan kesejahtraan dalam masyarakat.  
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perdagangan manusia 
merupakan bentuk kemungkaran yang melenceng dari ajaran islam. Perdagangan 
manusia merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan bagi 
manusia yang menjadi korban dari perdagangan tersebut, karena mereka 
diperdagangakan layaknya barang tanpa mempertimbangkan dampak yang akan 
ditimbulkan, para korban menerima perlakuan yang sangat tidak manusiawi dari 
pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan manusia.Firman Allah dalam Q.S As 
Syura/17:4. 
                              
     
Terjemahannya:  
“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat dzalim kepada 
manusia yang melampui batas dimuka bumi tanpa hak. Mereka itu dapat 
azab yang pedih”.21 
 
Larangan perdagangan manusia sebagaimana dipahami dari ajaran 
agama,merupakan perbuatan melanggar hukum (tidak sah,bathil) berlaku aniaya 
(kedzaliman, tidak bermoral) dalam arti merugikan pihak lain, dan melanggar hak 
asasi manusia (tidak berprinsip kebebasan).  
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Ibid. h. 387. 
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Di samping itu perlu digaris bawahi tujuan penetapan hukum 
islam,termasuk larangan terhadap tindak pidana perdagangan manusia adalah 
untuk memelihara kemaslahatan (kebaikan dan kebahagiaan) manusia sekaligus 
menghindari mafsadat (ketidakmaslahatan, kesengsaraan dan kehancuran) baik 
didunia maupun diakhirat. 
Menurut ahli ushul fiqih ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan 
diwujudkan dalam rangka menegakkan tujuan hukum Islam, yaitu: memelihara 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
22
 
Perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak memang 
berakar pada kurangnya moral dan tanggungjawab serta kewajiban orang tua 
terhadap anak. Ajaran islam menegaskan bahwa anak dalah amanah dari Allah, 
yang kehadirannya didunia ini atas ijin-Nya dan Allah telah pula membuat 
perjanjian primordial dengan orangtuanya, bahwa orangtuanya akan 
menyelamatkan anak dengan tidak menyekutukan Allah, untuk pemenuhan 
kehidupan anaknya didunia. Lebih tegas lagi perintah Allah kepada orangtua 
untuk jangan meninggalkan anaknya menjadi orang lemah setelah ia besar nanti, 
artinya anak tidak mempunyai akses terhadap pemenuhan kehidupannya kelak.
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Terjadinya perdagangan manusia yang marak terjadi terutama perempuan 
dan anak jelas menjadi kelalaian orangtua terhadap anak. Pada tingkat pertama 
terjadi dari keluarga. 
Oleh karena itu, Islam secara rinci dari beberapa hadits, telah mengatur 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orangtuanya. 
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 Al-Syatibi, Al-Mawaffaaqat Fi Ushul Al-Ahkam (Beirut; Dar Al-Fiqh,t.th), h. 3-4. 
23
 L.M. Lapian Gandhi dan Hetty A. Geru. Trafiking Perempuan dan Anak (Ed. 1; 
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 104 
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1. Mengazankan anak ketika baru lahir  
2. Memberi nama yang baik 
3. Mengaqiqahkan dengan memotong kambing atau dengan yang 
setara dengan itu 
4. Memberikan pendidikan agama dan pendidikan pengetahuan 
keduniaan  
5. Memisahkan tempat tidur laki-laki dan anak perempuan bila 
mereka sudah berumur 7 tahun 
6. Mengajari mereka bermain panah (agar pandai berstrategi) 
7. Mengajari mereka membaca pantun dan syair 




Sebagaimana salah satu hadis yang berbunyi : 
 َب اَذِا ُهَجِّوَز ُي َْناَو ُهَْسْا ُنِسُْيُ ْنَأ َو ََةباَتِكلا ُهَمِّلَعُّ ي ْنَأ ِهِدِلاَو َىلَع ِدَلَوْلا ِّقَح ْنِم َّنِا َغَل 
Artinya:  
“Sungguh termasuk kewajiban orang tua terhadap anknya ia mangejarkan 
menulis kepadanya, memperindah namanya, dan menikahkannya apabila 
telah cukup usia  (Riwayat Ibnu Nazzar)”25 
 
Dalam islam meningkatkan akhlak yang dikenal  dengan akhlakul 
karimah, yaitu akhlak yang sangat mulia selalu ditekankan dalam mengatur dasar 
hubungan manusia terutama antara anak terhadapa oarangtua, antar bawahan 
                                                          
24
  Ibid, h. 112  
25
Al Hasyim Sayyid  Ahmad, Syarah Mukhtaarul Ahadits (Hadis-Hadis Pilihan)Berikut 
Penjelasannya, (Cet. 4, Bandung: Sinar Baru Algesindon Offset Bandung, 2001), h. 210.  
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dengan majikan, seringkali pola relasi yang berkuasa dan yang lemah di salah 
tafsirkan dan disalahgunakan. 
Ada kerancuan antar berbuat baik dan kepatuhan yang berlandaskan 
akhlak dengan kepatuhan yang bersifat totalitas, akhirnya timbul perasaan 
orangtua merasa memiliki anak dan dia merasa bebas memperlakukan apa saja 
terhadap anaknya. Membiasakan anak harus patuh pada orangtua dan anak harus 
membalas budi seringkali berdampak pada kediktatoran orang tua terhadap anak 
sehingga mematikan akal pikiran demokratis dan kritis pada anak, sehingga anak 
tidak mempunyai keberanian mengkritik tindakan orang tua yang melampui batas. 
Orangtua seringkali tidak sabar menanti kemampuan anaknya untuk 
membalas budi dan tidak pula mau melihat cara serta saat yang tepat dalam 
pemenuhannya. Alam pikiran inilah yang banyak terjadi pada masyarakat yang 
rendah pendidikannya dan ditambah lagi mereka kurang memahami ajaran agama 
islam itu sendiri. Hal inilah yang mendorong terjadinya perdagangan manusia. 
Al-Quran menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus fitnah, 
artinya anak sebagai titipan pada orangtua untuk dijaga dan dipelihara 
kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya supaya dia tumbuh dan 
berkembang menjadi manusia yang terdidik dan bermoral. 
Namun yang banyak terjadi sekarang adalah kurangnya moral dan distorsi 
kewajiban orangtua. Orangtua yang sudah banyak tidak memenuhi kewajibannya 
sebagai perintah Allah bahkan lebih banyak menuntut kewajiban anaknya, 
sebelum terpenuhi kewajiban mereka, akhirnya mereka hanya mendapatkan 
keuntungan material semata diatas anak-anak mereka, memang factor ekonomi 
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dan kemiskinan menjadi penyebab utama yang ikut berpengaruh dalam penjualan 
anak-anak dan perempuan sehingga semua ajaran agama menjadi kebablasan dan 









UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENANGGULANGI 
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA 
 
A. Upaya Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan  
Manusia 
Upaya penghapusan perbudakan dan perdagangan manusia secara global 
dan khususnya di Indonesia sesungguhnya sudah dimulai pada tahun 1854, ketika 
pemerintah (raja) dan parlemen belanda mengundangkan Wet (Undang-Undang) 
belanda No.2 Tahun 1854 yang diumumkan dalam Staatsblad Hindia Belanda 
No.2 Tahun 1855 berjudul Reglement op het beleid der regering van Nederlands-
Indie disingkat Regeringsreglement (RR) yang dalam pasal 169 menentukan 
bahwa paling lambat 1 januari 1860 perbudakan di Hindia belanda sudah harus 
dihapus secara total. 
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Namun upaya demikian baru terbatas pada tahap normatif, dengan kata 
lain terbatas pada peraturan tertulis yang tercantum dalam kitab undang-undang. 
Ancaman hukuman terhadap pelanggarnya juga sudah diatur dan dicantumkan 
dalam Wetboek van srafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
yang diberlakukan di Hindia Belanda oleh RR tersebut diatas. Pelaksanaannya 
seperti biasa belum terwujud. 
Masalah perdagangan manusia khususnya pada perempuan dan anak 
hingga saat ini masih menjadi persoalan yang memprihatinkan, berbagai upaya 
telah dilakukan untuk menanggulangi dan menghapuskan tindak kejahatan 
pelanggaran hak asasi manusia ini, usaha tersebut mulai dari sosialisasi untuk 





tujuan penyadaran dan pencegahan, penanggulangan korban hingga advokasi 
lahirnya produk hukumyang dapat melindungi korban. 
Sebagai upaya memerangi kejahatan perdagangan manusia, harus 
ditingkatkan usaha-usaha yang lebih terencana dan terkordinir dengan mengarah 
pada kegiatan, prevention, protection, dan prosecution. Dalam upaya ini, salah 
satu unsure perpolisian masyarakat (polmas) dapat menjadi langkah strategis 
untuk meminimalisir tindak kejahatan perdagangan manusia. Perpolisian 
masyarakat merupakan kebijakan baru Kepolisian Republik Indonesia yang 
menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat lokal dalam 
menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial. 
Institusi POLRI sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya yang 
diberikan oleh undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI 
pasal 13 Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegak hukum, perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
27
 
Hal ini jelas tergambar lebih jelas dalam misi polri yaitu mampu menjadi 
pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-
sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang professional dan 
proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi 
manusia, pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan 
dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat 
yang sejahtera. 
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 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
(Cet. 1; Jakarta: Visi Media Pustaka, 2008), h. 20. 
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Fenomena perdangan manusia di Indonesia, dalam prakteknya tergelar 
dalam spectrum jenis perbuatan yang sangat luas, mulai dari nyata-nyata illegal 
sampai dengan yang dikemas secara rapi yang memanfaatkan kebijakan resmi 
negara sebagai pembungkus praktek kejahatan. Dan bila dipelajari penyebab 
utama mengapa para korban sampai terjebak oleh sindikat pelaku kejahatan dan 
akhirnya mereka menjadi korban perdagangan manusia (hidup dalam kondisi 
eksploitatif) adalah adanya keinginan untuk bekerja. Keingina untuk bekerja 
bukan semata untuk memenuhi kebutuhan akan eksistensi diri, akan tetapi yang 
terbanyak adalah untuk kebutuhan dasar hidup. 
Perdagangan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran berat, 
korban diperlakukan layaknya sebagai barang dagangan yang dibeli, dijual, 
dipindahkan dan dirampas hak asasinya bahkan beresiko kemataian. Gejala ini 
berkembang dan berubah dalam bentuk kompleksitasnya namun tetap merupakan 
perbudakan dan penghambaan. Diajukan sebagai bukti yaitu laporan dalam 
Trafficking in Person yang diterbitkan  oleh Departemen Luar Negeri Amerika 
Serikat dan Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik (Economy Social 
Commission on Asia Pacific/ESCAP) menempatkan Indonesia pada peringkat 
ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia.
28
 
Negara-negara dalam peringkat ini dikategorikan sebagai Negara yang 
memiliki korban dalam jumlah yang besar, pemerintahannya belum sepenuhnya 
menerapakan standar-standar minimum serta tidak atau belum melakukan usaha-
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 The United Nations Depelopment Fund For Women. Trafficking In Person a Gender 
And  Right Perspective (Bangkok, UN Inter-agency Project, 2004), h. 80. 
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usaha yang berarti dalam memenuhi standar pencegahan dan penanggulangan 
perdagangan manusia. 
Pemerintah Indonesia dalam halini secara resmi menyatakan prihatin yang 
mendalam terhadap berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi di 
Indonesia yang mendorong dilahirkannya Keputusan Presiden (KEPRES) No.88 
Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan 
(Trafficking) Perempuan dan Anak.  
Dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) di utarakan bahwa perlu: 
a. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas dan dapat 
ditegakkan (enforceable) berkenaan terhadap perlindungan perempuan dan 
anak dalam berbagai aspeknya; 
b. Penataan kelembagaan yang efektif dan responsif untuk menangani secara 
khusus perempuan dan anak; 
c. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pengelolah yang lebih 
terpercaya dan handal; 
d. Penguatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatanekonomi yang 
berbasis ekonomi kerakyatan, penyediaan pendidikan yang terjangkau, dan 
mengembangkan hubungan sosial yang harmonis; 
e. Membangun partisipasi dan kepeduliaan masyarakat yang lebih 





Tujuan yang ingin dicapai: 
a. Adanya norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan 
(trafficking) perempuan dan anak; 
b. Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban 
perdagangan (trafficking) perempuan dan anak yang dijamin secara 
hukum; 
c. Terlaksananya pencegahan segala bentuk praktek perdagangan 
(trafficking) perempuan dan anak di keluarga dan masyarakat. 
Terciptanya  kerjasama dan kordinasi dalam penghapusan perdagangan 
(trafficking) perempuan dan anak antar instansi ditingkat nasional dan 
internasional. 
Unsur-unsur tindak pidana perdagangan manusia telah dijabarkan dalam 
kepres No.88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan 
Perdagangan (trafficking) Perempuan dan anak, dan untuk lebih memudahkan dan 
dapat mengetahui bagaimana unsur-unsur serta cara yang dilakukan oleh para 





Salah Satu Atau Lebih 
Tindakan: 
Cara 





daerah dan Negara; 
3.pemindahtaganan; 
4.pemberangkatan 
5.penampungan    sementara 
1.ancaman; 
2.penggunaan 































Perdagangan manusia umumnya terjadi pada kasus-kasus pengiriman 
tenaga kerja keluar negeri. Penanganan perdagangan manusia juga perlu 
mengatasi hal tersebut. Sebab, banyak para calon tenaga kerja yang akan 
berangkat keluar negeri tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang 
54 
 
bagaimana prosedur dan syarat-syaratyang harus dipenuhi. Kelengahan mereka 
kemudian dimanfaatkan secara ekonomi namun tidak bertanggungjawab oleh 
sejumlah agen, calo, atau jasa pengiriman tenaga kerja. 
Kita semua sepakat bahwa pemberantasan masalah perdagangan manusia 
memerlukan adanya penegakan hukum yang tegas, apalagi paying hukum yang 
berbentuk undang-undang khusus sudah ada tanpa penegakan hukum yang ada 
pemberantasan masalah ini sia-sia saja, peningkatan kasus ini ternyata tidak 
diimbangi dengan penegakan hukum yang ketat. Pasalnya, hanya kurang dari 1 
persen kasus yang di bawah ke pengadilan. 
Dalam rangka menganalisis sistem hukum menemukan efektivitas hukum, 
perlu dilihat setiap system hukum. Sistem hukum nasional tentu saja tidak hanya 
terdiri dari kaidah-kaidah atau norma hukum belaka, teapi juga mencakup seluruh 
lembaga aparatur dan organisasi, mekanisme dan prosedur hukum, falsafah dan 
budaya hukum termasuk perilaku hukum pemerintah dan masyarakat, serta 
tergantung pula pada sarana dan prasrana yang disediakan untuk pembangunan 
hukum dan pemeliharaan lembaga-lembaga hukum, pembentukan hukum, 
pelayanan hukum, penyuluhan hukum sampai kepada pengawasan hukum. 
Dalam pada itu sebagai anggota masyarakat dunia Negara tidak mungkin 
lagi mengabaikan ketentuan-ketentuan masyarakat internasional, maka dalam 
pembentukan system hukum nasional, mau tidak mau harus juga diperhatikan 
keserasian antara falsafah hidup dan kebutuhan bangsa, Negara dan masyarakat 
yang telah membangun dengan norma-norma hukum internasional yang diakui 
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sah oleh sebagian besar bangsa-bangsa di dunia disatu pihak dan ketentuan pihak-
pahak asing dipihak lain. 
Rumusan perdagangan manusia serta ancaman pidana dalam KUHP pasal 
297 sudah cukup berdayahguna, apalagi jika diperkuat dengan yurisprudensi 
walaupun ancaman penjara maksimun 6 (enam) tahun dirasakan tidak memadai, 
namun jika ditinjau cara-cara melakukan tindak pidana perdagangan manusia 
tersebut dalam kepres No.88 Tahun 2002, maka hampir semua tindakan tersebut 
diancam dengan sanksi pidana tersendiri. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perdagangan manusia 
merupakan pelanggaran yang berat terhadap hak asasi manusia karena 
mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. 
Adapun klasifikasi pelanggaran yang dialami oleh korban perdagangan 
manusia, yaitu: 
1) Perekrutan 
Dalam bidang hukum pidana: 
 penipuan/informasi tidak benar ( KUH Pidana pasal 378-389) 
 pemalsuan surat, KTP dan identitas (KUH Pidana pasal 263-276) 
 pungutan liar 
Dalam bidang hukum perdata: 
 kontrak dengan belum dewasa (KUH Perdata pasal 1320); 
 penjeratan utang (KUH Perdata 1338-1339 ); 
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 perbuatan melanggar hukum (KUH Peadata  pasal 1365); yaitu 
melanggar undang-undang, hak, serta kepatutan yang harus diindahkan 
dalam masyarakat. 
2) Pra keberangkatan 
Dalam bidang hukum pidana: 
 pembatasan kebenasan bergerak;  
 pelecehan dan kekerasan seksual; 
 perkosaan; 
Dalam bidang hukum perdata 
 kontrak kerja yang berakibat utang kepada majikan diluar negeri 
 penelantaran. 
3) Di negeri atau Negara penerima 
Dalam bidang hukum pidana: 
 kematian; 
 vonis dan hukuman mati; 











 tidak berdokumen; 
 pospor palsu; 
 ditangkap/ditahan; 
 dipenjarakan; 
 deportasi dan konflik; 
Dalam bidang hukum perdata: 
 hambatan beribadah; 
 gaji tidak dibahyar; 
 PHK; 
Lain-lain 
 hilang kontak; 
 stress/depresi/gila; 
 cacat, sakit; 
4) Pada waktu dan setelah kembali 
 pemerasan; 
 penipuan; 
 cacat akibat penganiayaan dan kecelakaan. 
Jika diinginkan terwujudnya ketentuan-ketentuan hukum yang 
menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia, khususnya harkat, martabat, 
dan terutama hak perempuan dan anak maka perlu adanya transformasi hukum 
yang memberi keadilan dan perlindungan kepada korban perdagangan manusia, 
jadi keadilan menjadi fairnees (wajar,alamiah) yang diterima oleh setiap orang. 
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B. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Menurut 
Hukum Islam 
Sebagai Negara berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia seharusnya 
memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia dan melindungi 
warganya dari segala tindak kejahatan, salah satu diantaranya adalah tindak 
perdagangan manusia. Kerena islam yang dianut mayoritas penduduknya 
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan dengan demikian menentang tindak 
pidana perdagangan manusia. 
Merujuk pada defenisi dan fakta Human Trafficking tampak bahwa 
dimensi kejahatan tersebut sangat kompleks, meliputi berbagai bentuk 
pelanggaran hukum dan kejahatan kemanusiaan, mulai dari tindakan bujuk rayu, 
menawarkan iming-iming, janji palsu sampai pemaksaan, kekerasan dan 
eksploitasi, serta bentuk-bentuk pelanggaran lain yang sangat merendahkan 
martabat kemanusiaan. Bisa dikatakan bahwa perdagangan manusia adalah 
kejahatan yang menghimpun sejumlah pelanggaran kemanusiaan dan moral yang 
berlapis-lapis, terpenggal-penggal, tetapi berangkai, dan melibatkan banyak pihak. 
Meskipun organisasi keagamaan telah mulai memperdulikan situasi ini, 
tetapi kejahatan kemanusiaan ini belum dipersoalkan sebagia bahaya yang wajib 
diwaspadai oleh semua pihak. Belum seorang pun dari tokoh agama, organisasi 
keagamaan yang menyerukan keharaman dan kemungkaran tindak kejahatan 
perdagangan manusia. Dalam kaitan dengan korban perdagangan manusia, alih-
alih mendampingi, memberikan kongseling keagamaan yang menentramkan dan 
membebaskan korban dari persoalan, atau mengadvokasi korban, malah tokoh-
tokoh agama mengeluarkan fatwa larangan keluar tanpa mahram dan larangan 
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bekerja keluar negeri, suatu fatwa yang jauh dari konteks dan akar persoalan.Cara 
pandang keagamaan semacam ini jelas berangkat dari kecenderungan fikih yang 
menyalahkan perempuan sebagai penyeban persoalan.
29
 
Patut diapresiasi, pada musyawarah Nasional alim ulama organisasi 
nahdatul ulama di Surabaya pada tanggal 28-31 juli 2006 telah mengangendakan 
pembahasan human trafficking sebagai salah satu dari sepuluh agenda utama, 
sayangnya isu human trafficking ini hanya dibicarakan secara umum dan belum 
menjadi keputusan resmi Munas-NU tersebut. Pembahasan dilanjutkan pada hari 
selasa, 15 Agustus 2006, dikantor PBNU, dalam pembahasan lanjutan ini, NU 




Ada dua fatwa yang dikeluarkan NU. Pertama, mengharamkan eksploitasi 
selama proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, 
atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, 
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan 
kekeasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat 
sehinnga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang 
itu, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antarnegara. Kedua, mewajibkan 
semua pihak, pemerintah, tokoh agama dan masyarakat mencegah human 
trafficking  dan melindungi korban, selain itu, fatwa PBNU beserta seluruh badan 
otonom dan lembaganya darim pusat hingga daerah untuk melakukan gerakan 
bersama menolak perdagangan manusia. 
                                                          
29
http:/mataharalain.wordpress.com.(18 agustus 2010) 
30
 Rofiah, Nur. NU Menyikapi Trafficking. (KOMPAS, 4 September 2006). 
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Mencermati semua kondisi ini, tetap dipandang perlu adanya wacana 
keislaman yang dikaitkan dengan segala upaya untuk meminimalisasikan tindak 
kejahatan perdagangan manusia, mulai dari pencegahan, perlindungan, dan upaya-
upaya advokasi, serta rehabilitasi korban. Di samping itu, wacana keislaman ini 
diharapkan bias dijadikan sebagai landasan moral-teologis untuk menindak para 
pelaku dengan hukum positif yang berlaku, inilah yang disebut Fikih antu 
trafficking, yakni sebuah pemahaman keagamaan yang didasarkan pada semangat 
kemanusiaan yang ditegaskan ayat-ayat Al-quran dan teks-teks al-hadis untuk 
menumbuhkan kesadaran kolektif tentang bahaya dan keharaman tindak kejahatan 
perdagangan manusia. 
Kesadaran keagamaan dipandang sangat efektif untuk menumbuhkan 
social warning system dikalangan masyarakat agar semakin peka dan waspada 
atas segala bentuk tindakan perdagangan manusia. Karena, tindakan-tindakan 
yang mengarah pada kejahatan perdagangan manusia seringkali tampak sebagai 
suatu yang legal, bahkan terkesan manusiawi, meskipun yang terjadi sebaliknya. 
Keadaan ini tentu saja bias menyulitkan banyak pihak. Jelaslah penanganan 
perdagangan manusia tidak bisa instant dan pasti membutuhkan banyak elemen, 
banyak strategi dan perlu melibatkan banyak pihak.  
Secara prinsip, islam adalah agama pembebasan manusia dari segala 
bentuk kedzaliman dan risalah perlindungan agar tidak terjadi dehumanisas. Islam 
menghendaki keadilan  dan kebaikan kepada seluruh umat manusia yang ada di 
dunia ini. 
Allah berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16:90. 
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                          
               
Terjemahannya: 
“ sesungguhnya Allah menyaruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, 
member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari berbuan 
keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepada kamu 
agar kamu dapat mengambil pelajaran”.31 
Keadilan adalah prinsip dari setiap perumusan hukum, keadilan bukan saja 
milik islam sebagai doktrin sentral, melainkan juga dianut oleh semua aturan 
hukum di dunia. Ibnu Qayyim secara tegas mengatakan bahwa “ jika anda 
menemukan indikator bukti-bukti adanya keadilan dengan cara dan jalan apapun 
mendapatkannya, maka disanalah hukum Allah”.32 
Perdagangan manusia sebagai suatu kejahatan memang cukup 
memprihatinkan bagi masyarakat kita, khususnya bagi kaum perempuan dan anak 
yang dijadikan target. usaha penanggulangannya tidak bisa dilakukan setengah-
setengah atau secara parsial dan tidak sistematis. Islam sebagai agama sudah sejak 
dini telah mengantisipasi berbagai kemudharatan dengan berbagai macam prinsip 
yang tertuang dalam teks-teks al-quran dan hadis, maupun para mujtahid-
mujtahidnya. Hal ini dapat di jadikan legitimasi bahwa perbuatan apapun yang 
dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan manusia harus diharamkan dan 
dihindari bahkan harus dihilangkan. 
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya ( Semarang: 
CV Toha Putra Semarang 1996) h. 221.  
32
 Ibnu Al-Qayyim. Al-Thuruq Al-Hukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syar’iyyah (Beirut: Dar 







Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perbudakan dan perdagangan manusia adalah salah satu bentuk 
pelanggaran hak asasi manusia, dalam KUHP dan Undang-Undang RI 
No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang disebutkan bahwa perdagangan manusia adalah segala bentuk 
tindakan yang dilakukan dengan cara melakukan perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan serta penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan serta 
penipuan dengan tujuan eksploitasi untuk memperoleh keuntungan. 
2. Ketentuan mengenai larangan perdagangan manusia terutama terhadap 
perempuan dan anak-anak telah diatur dalam KUHP pada pasal 297 yang 
berbunyi: 
“ Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa diancam 
dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”. 
Selanjutnya pada tanggal 19 april 2007 pemerintah indonesia  
mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam 
undang-undang ini dicantumkan pidana penjara dan denda minimal dan 
maksimal terhadap pelakunya sesuai dengan penggolongan pelaku. Dalam 
63 
 
hukum Islam perdagangan ,manusia jelas-jelas dilarang dan pelakunya 
akan menjadi musuh Allah SWT. Karena yang dilakukan dalam 
perdagangan manusia ini seperti penculikan, kekerasan fisik semuanya 
bertentangan dengan hukum Islam.  
 
B.Saran   
1. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerjanya, 
dengan melakukan sosialisasi kepada masyakat khususnya masyarakat 
yang berada diberbagai pelosok-pelosok desa tentang apa yang yang 
dimaksud dengan tindak pidana perdagangan manusia serta aturan-aturan 
yang telah ada lebih dipertegas lagi tanpa ada kesan ditutup-tutupi, 
sehingga masyarakat tidak mempunyai anggapan negative dengan kinerja 
pemerintah. 
2. Diharapakan kepada seluruh komponen bangsa ini untuk senantiasa 
menjauhkan diri dari praktek perdagangan manusia yang telah merusak 
sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta telah melanggar 
ajaran islam karena telah memperturutkan hawa nafsunya. 
3. Diharapkan dari kajian ini dapat diimplementasikan dalam pola kehidupan 
sosial, dalam arti bahwa, batas yang telah digariskan dalam islam tentang 
perdagangan manusia dapat tertanam dalam jiwa seluruh komponen 
bangsa khususnya bagi umat islam dan selanjutnya dapat membentuk 
sikap kepada seluruh kalangan. 
4. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan 
rakyat khususnya pada kalangan menengah kebawah, karena salah satu 
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faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan manusia 
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